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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik berbasis digital serta mendeskripsikan 

kepuasan masyarakat dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di Kota Banda Aceh. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi terhadap aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna layanan publik 

berbasis digital pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh, dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. 

Jenis layanan digital yang diamati meliputi MPP Digital, Aplikasi Antrean Online MPP Kota Banda Aceh dan 

Layanan perizinan melalui MPP Digital/layanan DPMPTSP. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, 

penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik 

berbasis digital dinilai masyarakat memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan layanan, 

mempercepat beberapa proses pelayanan, serta menghemat waktu dan biaya. Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi, masyarakat cenderung merasa puas ketika sistem mudah digunakan, informasi yang tersedia jelas, 

proses pelayanan berjalan cepat, dan aparatur memberikan respons ketika terjadi kendala. Namun, efektivitas 

pelayanan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala berupa keterbatasan literasi digital 

masyarakat, gangguan jaringan dan sistem, kompetensi aparatur yang belum merata, integrasi layanan yang belum 

maksimal, serta kurangnya sosialisasi. Dengan demikian, pelayanan publik berbasis digital di Kota Banda Aceh 

dapat dinilai cukup efektif dalam memberikan kemudahan dan efisiensi pelayanan, meskipun masih memerlukan 

penguatan pada aspek sistem, sumber daya manusia, literasi digital, integrasi layanan, dan sosialisasi agar 

pengalaman pelayanan masyarakat menjadi lebih baik. 

  
Kata kunci: Pelayanan Publik, Digitalisasi, Efektivitas, Kepuasan Masyarakat, Kota Banda Aceh.  

 

 
Abstract 

 

This study aims to analyze the effectiveness of digital-based public services and to describe public satisfaction as 

well as the factors supporting and hindering their implementation in Banda Aceh City. A qualitative approach 

with a descriptive method was employed. Data were gathered through observation, interviews, and documentation 

involving government officials and members of the public who use digital-based public services at the Banda Aceh 

City Public Service Mall (MPP), with a total of five informants. The digital services observed included the Digital 

MPP, the Banda Aceh City MPP Online Queue Application, and licensing services provided via the Digital MPP 

or the DPMPTSP (Investment and One-Stop Integrated Service Agency). Data analysis involved data 

condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results indicate that the public 

perceives digital-based public services as facilitating access to information and services, accelerating certain 

service processes, and saving time and costs. Based on interviews and observations, the public tends to be satisfied 

when systems are user-friendly, information is clear, service processes are swift, and officials respond effectively 

to issues. However, service effectiveness is not yet optimal due to persisting challenges, such as limited public 

digital literacy, network and system disruptions, uneven staff competence, suboptimal service integration, and a 

lack of public outreach. Thus, digital-based public services in Banda Aceh City can be considered reasonably 

effective in providing convenience and efficiency, although improvements are still needed regarding systems, 

human resources, digital literacy, service integration, and public outreach to further enhance the service 

experience for the community.  
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelayanan publik. Pemerintah dituntut untuk mampu 

menyesuaikan sistem pelayanan dengan perkembangan teknologi agar pelayanan kepada masyarakat 

menjadi lebih cepat, mudah, transparan, efektif, dan efisien. Digitalisasi pelayanan publik menjadi salah 

satu strategi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern karena masyarakat dapat 

memperoleh informasi dan mengakses layanan tanpa harus selalu datang secara langsung ke kantor 

pemerintahan (Ramadhan, 2024). Perubahan tersebut juga mendorong pemerintah daerah untuk 

mengembangkan berbagai bentuk e-government sebagai sarana meningkatkan kualitas pelayanan dan 

kepuasan masyarakat. Penelitian mengenai layanan pemerintahan elektronik menunjukkan bahwa 

kualitas layanan elektronik merupakan salah satu faktor penting yang berhubungan dengan kepuasan 

masyarakat sebagai pengguna layanan (Mulyana, 2023). 

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari tersedianya fasilitas dan prosedur pelayanan, 

tetapi juga dari kemampuan pemerintah memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan 

masyarakat. Dalam konteks digital, keberhasilan pelayanan tidak cukup hanya ditandai dengan adanya 

aplikasi, situs web, atau platform pelayanan daring. Sistem tersebut harus mudah digunakan, memiliki 

informasi yang jelas dan akurat, dapat diakses dengan baik, responsif terhadap kebutuhan pengguna, 

serta mampu memberikan kepastian dalam proses pelayanan. Dengan demikian, digitalisasi seharusnya 

tidak sekadar memindahkan prosedur pelayanan konvensional ke dalam media elektronik, tetapi harus 

menghasilkan pelayanan yang benar-benar lebih efektif dan memberikan manfaat bagi Masyarakat 

(Subaryanto, 2025). 

Efektivitas pelayanan publik berbasis digital menjadi penting karena masyarakat saat ini semakin 

membutuhkan pelayanan yang cepat dan praktis. Melalui pelayanan digital, masyarakat dapat 

mengajukan permohonan, memperoleh informasi, melakukan pengurusan administrasi, menyampaikan 

pengaduan, serta memantau proses pelayanan tanpa harus menghadapi proses birokrasi secara langsung. 

Kondisi tersebut berpotensi mengurangi waktu dan biaya pelayanan serta meningkatkan transparansi. 

Namun, keberadaan teknologi tidak secara otomatis menjamin meningkatnya kepuasan masyarakat. 

Penelitian Ramadhan dan Pribadi menunjukkan bahwa kualitas layanan elektronik dan literasi digital 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan warga dalam penggunaan layanan e-government. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan digital sangat berkaitan dengan kualitas 

sistem sekaligus kemampuan masyarakat dalam menggunakannya (Munandar, 2026). 

Permasalahan muncul ketika transformasi digital belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan 

organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Sebagian 

masyarakat mungkin memiliki keterbatasan dalam literasi digital sehingga mengalami kesulitan ketika 

menggunakan layanan secara daring. Di sisi lain, aparatur pemerintah juga dituntut memiliki 

kemampuan digital yang memadai agar mampu mengoperasikan sistem, memberikan respons terhadap 

masyarakat, dan menyelesaikan kendala yang muncul. Penelitian mengenai transformasi pelayanan 

publik digital pada Dinas Kesbangpol Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa implementasi digital 

masih menghadapi persoalan kesiapan organisasi, kompetensi aparatur, infrastruktur teknologi, budaya 

kerja, integrasi sistem, keterbatasan anggaran, dan resistensi terhadap perubahan (Muis, 2026). 

Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang terus mengembangkan pemanfaatan teknologi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Perkembangan tersebut terlihat dari 

penerapan berbagai sistem pelayanan berbasis elektronik pada organisasi perangkat daerah. Pemerintah 

Kota Banda Aceh juga memiliki Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan 

kepada masyarakat. Dalam konteks digitalisasi, keberadaan sistem pelayanan elektronik diharapkan 

mampu mendukung pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan pasti. Namun, pengembangan sistem 

digital tersebut perlu diikuti dengan evaluasi terhadap pengalaman masyarakat sebagai pengguna 
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layanan sehingga dapat diketahui apakah digitalisasi benar-benar meningkatkan efektivitas pelayanan 

atau hanya menambah media pelayanan baru. 

Salah satu persoalan penting dalam pelayanan publik digital di Kota Banda Aceh adalah bagaimana 

memastikan bahwa teknologi yang digunakan benar-benar dapat diterima dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Penelitian Ali, Wildhani, dan Purweningih mengenai transformasi digital pelayanan publik 

di Banda Aceh dan Jambi menemukan bahwa kemudahan penggunaan dan pengaruh sosial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap penerimaan transformasi digital, sedangkan persepsi kegunaan dan sikap 

terhadap teknologi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model penelitian tersebut. 

Penelitian tersebut juga menunjukkan nilai R-square sebesar 0,671, yang mengindikasikan bahwa model 

mampu menjelaskan tingkat variasi yang cukup kuat dalam penerimaan transformasi digital (Wildhani, 

2024).  

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan pelayanan digital di Kota Banda Aceh masih 

memiliki ruang untuk dikaji lebih lanjut. Wildhani et al. (2024) membahas faktor-faktor yang 

memengaruhi transformasi digital pelayanan publik di Banda Aceh dan Jambi, dengan menekankan 

aspek kemudahan penggunaan dan pengaruh sosial. Penelitian tersebut memberikan gambaran 

mengenai penerimaan transformasi digital, tetapi belum secara khusus menggambarkan pengalaman 

masyarakat dalam menilai efektivitas pelayanan digital pada MPP Kota Banda Aceh dan kaitannya 

dengan kepuasan pengguna. 

Selanjutnya, Nurnawati et al. (2024) mengkaji Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh dengan 

fokus pada collaborative governance. Penelitian tersebut menunjukkan adanya persoalan sumber daya 

manusia bidang teknologi informasi dan infrastruktur dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu. 

Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji pengalaman pengguna terhadap pelaksanaan 

layanan digital, termasuk kemudahan akses, kecepatan, kejelasan informasi, responsivitas, serta 

kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan digital. Sementara itu, Syahroni et al. (2023) meneliti 

faktor yang memengaruhi kepercayaan dan penggunaan e-government di Kota Banda Aceh. Penelitian 

tersebut lebih menitikberatkan pada penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap e-government, 

sehingga belum secara spesifik membahas efektivitas pelaksanaan layanan digital pada MPP serta 

pengalaman masyarakat selama menggunakan layanan tersebut. 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian pada aspek pengalaman 

pengguna dalam menilai pelaksanaan pelayanan publik digital di MPP Kota Banda Aceh. Penelitian 

sebelumnya telah membahas penerimaan teknologi, kepercayaan masyarakat, collaborative governance, 

serta kesiapan sumber daya pendukung, tetapi belum secara spesifik mengkaji bagaimana masyarakat 

mengalami dan menilai pelayanan melalui MPP Digital, Antrean Online MPP, dan MPP CARE. Oleh 

karena itu, penelitian ini diarahkan untuk melihat efektivitas pelayanan digital dari perspektif pengguna, 

bukan sekadar dari keberadaan atau kesiapan sistem. 

Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada beberapa perangkat daerah di Kota Banda Aceh 

juga menunjukkan tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi. Dalam naskah sebelumnya tercantum nilai 

SKM Disdukcapil sebesar 98,00 pada Triwulan I Tahun 2026 dan DPMPTSP sebesar 94,48 pada 

Triwulan II Tahun 2026. Namun, data tersebut mengukur pelayanan secara umum dan belum secara 

khusus menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap layanan digital pada MPP Kota Banda Aceh. 

Karena itu, data SKM tersebut tidak dijadikan sebagai bukti langsung efektivitas layanan digital dalam 

penelitian ini, melainkan sebagai gambaran umum mengenai kualitas pelayanan publik di Kota Banda 

Aceh. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan 

pelayanan publik berbasis digital pada MPP Kota Banda Aceh berdasarkan pengalaman masyarakat 

sebagai pengguna. Penilaian efektivitas dalam penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur besarnya 

peningkatan kepuasan secara kuantitatif, tetapi untuk memahami bagaimana masyarakat merasakan 

kemudahan, kecepatan, kejelasan informasi, keandalan sistem, dan responsivitas pelayanan serta 

bagaimana pengalaman tersebut berkaitan dengan kepuasan mereka terhadap layanan digital. 

Gap lainnya terletak pada perbedaan antara keberhasilan administratif dan pengalaman pengguna. 

Tingginya nilai SKM pada beberapa perangkat daerah di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa 

masyarakat secara umum menilai pelayanan berada pada kategori baik atau sangat baik. Namun, nilai 
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tersebut belum otomatis membuktikan bahwa seluruh aspek pelayanan digital telah efektif. Masih 

diperlukan kajian mengenai bagaimana masyarakat menilai kemudahan akses, kecepatan pelayanan, 

kejelasan informasi, keandalan sistem, responsivitas aparatur, keamanan, penanganan pengaduan, serta 

manfaat pelayanan digital. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengisi kesenjangan antara indikator 

kepuasan pelayanan secara umum dan pengalaman masyarakat dalam menggunakan pelayanan publik 

berbasis digital. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pelaksanaan pelayanan 

publik berbasis digital pada MPP Kota Banda Aceh berdasarkan pengalaman masyarakat sebagai 

pengguna layanan, khususnya pada MPP Digital, Antrean Online MPP, dan MPP CARE; dan (2) 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelayanan publik berbasis 

digital pada MPP Kota Banda Aceh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

kondisi pelayanan digital dari perspektif pengguna serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas, kemudahan, dan responsivitas pelayanan publik berbasis digital. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif 

dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai efektivitas pelayanan 

publik berbasis digital dalam meningkatkan kepuasan masyarakat di Kota Banda Aceh. Penelitian 

kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung mengenai pengalaman, 

persepsi, dan penilaian masyarakat serta penyelenggara pelayanan terhadap pelaksanaan pelayanan 

digital. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. 

Pendekatan ini juga sesuai dengan penelitian pelayanan publik digital yang menggunakan metode 

deskriptif kualitatif untuk memahami dinamika pelayanan dari perspektif penyelenggara dan masyarakat 

(Abdillah et al., 2026). 

Penelitian dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh. Objek penelitian 

difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital yang tersedia di MPP Kota Banda 

Aceh, yaitu MPP Digital, Antrean Online MPP, dan MPP CARE. Pemilihan ketiga layanan tersebut 

didasarkan pada keterkaitannya dengan proses akses pelayanan, pendaftaran atau antrean, penyampaian 

informasi, serta penyampaian pengaduan masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak mencakup 

seluruh layanan pemerintahan digital di Kota Banda Aceh, tetapi dibatasi pada layanan digital yang 

berkaitan dengan aktivitas pelayanan pada MPP Kota Banda Aceh.  

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

melalui wawancara dengan aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan atau pengelolaan pelayanan 

digital di MPP Kota Banda Aceh serta masyarakat yang memiliki pengalaman menggunakan layanan 

digital yang menjadi objek penelitian. Data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap proses 

penggunaan layanan digital. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi MPP Kota Banda Aceh, 

informasi layanan, laporan pelayanan, dokumentasi kegiatan, serta literatur ilmiah yang berkaitan 

dengan pelayanan publik berbasis digital. Penggunaan beberapa sumber data dilakukan untuk 

memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan pelayanan digital.  

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan 

berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian. Informan akhir dalam penelitian ini 

berjumlah 5 orang, yang terdiri atas pegawai MPP Kota Banda Aceh dan masyarakat pengguna layanan 

digital. Jumlah tersebut merupakan jumlah informan akhir yang benar-benar diwawancarai, bukan 

jumlah informan yang direncanakan. Penentuan informan dilakukan sampai data yang diperoleh dinilai 

memadai untuk menjawab fokus penelitian dan tidak ditemukan informasi baru yang substantif pada 

tema-tema utama penelitian.  

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi 

dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penggunaan dan penyelenggaraan layanan digital 

di MPP Kota Banda Aceh, khususnya pada aspek akses layanan, proses antrean atau pendaftaran, 

penyampaian informasi, respons petugas, serta penggunaan sistem digital. (Abdillah et al., 2026). 

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada aparatur penyelenggara layanan dan masyarakat 

https://doi.org/10.54082/jupin.2752
https://jurnal-id.com/index.php/jupin


Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)  DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2752  
Vol. 6, No. 4, Oktober 2026, Hal. 3077-3088  p-ISSN: 2808-148X 
https://jurnal-id.com/index.php/jupin   e-ISSN: 2808-1366 

 

 
3081 

pengguna layanan. Wawancara kepada aparatur diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai 

pelaksanaan layanan digital, pengelolaan sistem, kompetensi petugas, kendala teknis, integrasi layanan, 

serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan. Dokumentasi digunakan sebagai data 

pendukung berupa dokumen layanan, informasi mengenai prosedur pelayanan digital, tangkapan atau 

dokumentasi sistem layanan, laporan kegiatan, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.  

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan 

Saldaña, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. 

Kondensasi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data disajikan 

dalam bentuk uraian naratif, matriks, atau pengelompokan berdasarkan tema penelitian. Tahap terakhir 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan berbagai data yang telah diperoleh. 

Model ini merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam analisis data penelitian 

kualitatif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). 

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik 

pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan aparatur 

pemerintah dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan 

dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila informasi dari berbagai 

sumber menunjukkan kecenderungan yang sama, maka data tersebut dapat dianggap memiliki tingkat 

kredibilitas yang lebih kuat. Penggunaan triangulasi penting dalam penelitian kualitatif untuk 

meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Creswell & Poth, 2018). 

Tahapan penelitian terdiri atas beberapa tahap, yaitu persiapan penelitian, pengumpulan data, 

analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Pada tahap persiapan, peneliti menentukan fokus 

penelitian, menyusun pedoman wawancara, menentukan informan, serta mempersiapkan kebutuhan 

observasi dan dokumentasi. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi di lokasi penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis 

melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahap terakhir 

adalah penyusunan hasil penelitian yang menggambarkan efektivitas pelayanan publik berbasis digital, 

tingkat kepuasan masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat penerapannya di Kota Banda 

Aceh. Tahapan tersebut mengikuti prinsip penelitian kualitatif yang menempatkan proses pengumpulan, 

analisis, validasi, dan interpretasi data sebagai proses yang saling berkaitan (Creswell & Poth, 2018; 

Miles et al., 2014). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat 

Di Kota Banda Aceh 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelayanan publik berbasis digital di Kota Banda 

Aceh merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, 

praktis, dan efisien kepada masyarakat. Pelayanan digital yang menjadi fokus penelitian meliputi MPP 

Digital, Antrean Online MPP Kota Banda Aceh, serta layanan pengaduan melalui MPP CARE. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan lima informan yang terdiri atas aparatur 

penyelenggara pelayanan dan masyarakat pengguna layanan, digitalisasi telah memberikan perubahan 

terhadap pola pelayanan yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara langsung menjadi pelayanan 

yang dapat diakses melalui sistem elektronik. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh 

informasi, melakukan pendaftaran atau pengajuan pelayanan, menyampaikan pengaduan, serta 

mengetahui proses pelayanan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pemerintah. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa digitalisasi telah memberikan kontribusi terhadap kemudahan akses pelayanan.  

Kemudahan akses menjadi salah satu aspek yang paling dirasakan dalam pelaksanaan pelayanan 

publik berbasis digital. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai persyaratan, prosedur, jadwal, 

dan tahapan pelayanan dari lokasi yang lebih fleksibel. Hasil wawancara dengan MJ selaku pegawai 

MPP menggatakan bahwa pengguna layanan menilai keberadaan sistem digital membantu mengurangi 
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kebutuhan untuk datang berulang kali ke kantor pelayanan. Masyarakat dapat terlebih dahulu 

mengetahui informasi yang dibutuhkan sebelum datang atau memulai proses pelayanan (Wawancara 

dengan MJ, 2026). Temuan ini sejalan dengan Wildhani, Ali, dan Purwaningsih (2024) yang 

menemukan bahwa kemudahan penggunaan atau ease of use mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

penerimaan transformasi digital pelayanan publik di Banda Aceh dan Jambi. Artinya, semakin mudah 

sistem dipahami dan digunakan, semakin besar kemungkinan masyarakat menerima dan memanfaatkan 

pelayanan digital secara berkelanjutan.  

Selain kemudahan akses, efektivitas pelayanan juga terlihat dari aspek kecepatan dan efisiensi. 

Hasil wawancara dengan informan lain yaitu MN selaku Masyarakat menyatakan bahwa penggunaan 

layanan digital dapat membantu mengurangi waktu yang diperlukan masyarakat dalam memperoleh 

informasi dan memulai proses administrasi. Masyarakat tidak selalu harus mengantre secara langsung 

hanya untuk memperoleh informasi atau melakukan pendaftaran (Wawancara dengan MN, 2026). 

Digitalisasi juga dapat mengurangi pencatatan manual dan proses administrasi yang berulang. Dengan 

demikian, penggunaan teknologi memberikan peluang untuk menghemat waktu dan biaya masyarakat. 

Temuan tersebut sejalan dengan Wahyudi dan Ismail (2022) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi dalam pelayanan publik dapat membantu organisasi mengelola data secara lebih 

cepat, efektif, dan efisien serta menghasilkan informasi yang lebih tepat dan akurat. 

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan informan lain yaiu NH selaku Masyarakat 

menyatakan bahwa kecepatan pelayanan digital tidak hanya bergantung pada keberadaan aplikasi atau 

sistem. Kecepatan juga dipengaruhi oleh kestabilan jaringan, kemampuan sistem dalam memproses 

permohonan, serta respons aparatur ketika masyarakat mengalami kendala. Ketika sistem mengalami 

gangguan atau petugas terlambat memberikan tanggapan, proses pelayanan dapat menjadi lebih lama 

(Wawancara dengan NH, 2026). Oleh karena itu, digitalisasi belum dapat dipandang sepenuhnya efektif 

apabila hanya menyediakan teknologi tanpa didukung oleh aparatur yang responsif dan sistem yang 

stabil. Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi dan sumber daya manusia merupakan dua unsur yang 

saling berkaitan dalam penyelenggaraan pelayanan publik digital.  

Aspek lain yang ditemukan dalam penelitian adalah kejelasan informasi. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan informan lain yaitu FRZ selaku Masyarakat menyatakan bahwa informasi yang 

tersedia melalui media digital dapat membantu masyarakat memahami persyaratan dan prosedur 

pelayanan sebelum mengajukan permohonan. Informasi yang jelas dapat mengurangi kesalahan dalam 

menyiapkan dokumen dan mempersingkat proses pelayanan. Namun, informasi yang tersedia harus 

diperbarui secara berkala (Wawancaran dengan FRZ, 2026). Apabila informasi dalam sistem tidak 

sesuai dengan kondisi pelayanan yang sebenarnya, masyarakat dapat mengalami kebingungan dan 

kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan pemerintah. Dengan demikian, kualitas informasi menjadi 

bagian penting dari efektivitas pelayanan digital sekaligus berhubungan dengan kepuasan masyarakat.  

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat berkaitan erat dengan 

pengalaman yang diperoleh selama menggunakan layanan digital. Masyarakat cenderung memberikan 

penilaian positif ketika sistem mudah digunakan, proses pelayanan berlangsung cepat, informasi yang 

diberikan jelas, serta aparatur memberikan bantuan ketika terjadi kendala. Sebaliknya, gangguan sistem, 

prosedur yang sulit dipahami, informasi yang tidak diperbarui, dan lambatnya respons petugas dapat 

mengurangi kepuasan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa kepuasan tidak semata-mata 

ditentukan oleh tersedianya aplikasi, tetapi oleh keseluruhan pengalaman masyarakat ketika 

menggunakan layanan tersebut. 

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wildhani et al. (2024) yang menunjukkan bahwa 

kemudahan penggunaan dan pengaruh sosial merupakan faktor yang signifikan dalam transformasi 

digital pelayanan publik. Penelitian tersebut memperoleh nilai R-square sebesar 0,671 yang 

menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan variasi 

penerimaan transformasi digital. Dalam konteks penelitian ini, temuan tersebut memperkuat bahwa 

keberhasilan pelayanan digital sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat mengalami dan menilai 

penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. 

Namun, efektivitas pelayanan publik berbasis digital di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya 

optimal. Hasil wawancara dengan informan lainnya yaitu MA selaku Masyarakat meyatakan bahwa 
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masih terdapat kendala berupa keterbatasan literasi digital masyarakat, gangguan jaringan dan sistem, 

kompetensi aparatur yang belum merata, serta integrasi layanan antarinstansi yang belum maksimal. 

Sebagian masyarakat masih membutuhkan bantuan dalam melakukan pendaftaran, mengisi formulir, 

mengunggah dokumen, melakukan verifikasi, maupun memantau status pelayanan (Wawancara dengan 

MA, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi harus diikuti dengan sosialisasi 

dan pendampingan agar masyarakat dengan kemampuan teknologi yang berbeda tetap dapat 

memperoleh pelayanan secara adil. 

Dengan demikian, efektivitas pelayanan publik berbasis digital di Kota Banda Aceh dapat 

dikatakan cukup efektif dalam memberikan kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan aksesibilitas 

pelayanan. Akan tetapi, efektivitas tersebut masih membutuhkan penguatan dari sisi kualitas sistem, 

kompetensi aparatur, infrastruktur, integrasi layanan, dan literasi digital masyarakat. Pelayanan digital 

pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan 

pemerintah memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar mudah digunakan dan memberikan 

pengalaman pelayanan yang baik bagi masyarakat. 

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kota 

Banda Aceh   

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, efektivitas 

pelayanan publik berbasis digital di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan 

penghambat. Pelayanan digital yang menjadi fokus penelitian meliputi MPP Digital, Aplikasi Antrean 

Online MPP Kota Banda Aceh, serta MPP CARE. Kelima informan yang terdiri atas aparatur 

penyelenggara pelayanan dan masyarakat pengguna layanan memberikan gambaran bahwa keberhasilan 

pelayanan digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan 

infrastruktur, kemampuan aparatur, kemudahan sistem, kualitas informasi, serta kemampuan 

masyarakat dalam menggunakan teknologi.  

Salah satu faktor utama yang mendukung efektivitas pelayanan publik berbasis digital adalah 

ketersediaan infrastruktur teknologi informasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberadaan 

jaringan internet, perangkat komputer, sistem aplikasi, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi dasar 

dalam pelaksanaan pelayanan digital. Infrastruktur yang memadai memungkinkan masyarakat 

memperoleh akses pelayanan secara lebih praktis dan mengurangi ketergantungan terhadap prosedur 

pelayanan secara manual. Dengan adanya fasilitas digital, masyarakat dapat memperoleh informasi, 

melakukan pendaftaran, maupun memulai proses pelayanan tanpa harus selalu datang langsung ke 

kantor pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi merupakan fondasi 

penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik berbasis digital. 

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan MJ selaku pegawai MPP, yang menjelaskan bahwa 

keberadaan sistem digital membantu masyarakat memperoleh informasi pelayanan sebelum datang ke 

kantor. Masyarakat dapat mengetahui persyaratan dan tahapan pelayanan terlebih dahulu sehingga tidak 

perlu datang berulang kali hanya untuk memperoleh informasi (Wawancara dengan MJ selaku pegawai 

MPP, 2026). Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dukungan teknologi memberikan manfaat 

praktis bagi masyarakat, khususnya dalam mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk 

mengakses pelayanan. 

Faktor pendukung berikutnya adalah kemudahan penggunaan sistem dan akses pelayanan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan MN selaku masyarakat, pelayanan digital membantu mengurangi 

waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi dan memulai proses administrasi. Masyarakat 

tidak selalu harus datang dan mengantre secara langsung hanya untuk memperoleh informasi atau 

melakukan pendaftaran. Kemudahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memberikan 

pengalaman pelayanan yang lebih praktis bagi masyarakat (Wawancaran dengan MN selaku 

Masyarakat, 2026). Semakin sederhana sistem yang digunakan, semakin mudah masyarakat memahami 

prosedur pelayanan dan memanfaatkannya secara mandiri. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Wildhani, Ali, dan Purwaningsih (2024) yang 

menunjukkan bahwa ease of use atau kemudahan penggunaan merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap penerimaan transformasi digital pelayanan publik. Dengan demikian, kemudahan 
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penggunaan bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis aplikasi, tetapi juga menentukan apakah 

masyarakat mampu menerima dan menggunakan layanan digital secara optimal. 

Selain kemudahan sistem, kompetensi aparatur juga menjadi faktor pendukung yang penting. 

Pelayanan digital tetap membutuhkan peran aparatur dalam mengoperasikan sistem, melakukan 

verifikasi data, memberikan informasi, menangani pengaduan, dan membantu masyarakat ketika 

mengalami kendala. Aparatur yang memiliki kemampuan teknologi informasi yang baik akan lebih 

mudah memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat 

juga diperlukan agar setiap kendala yang muncul dapat dijelaskan dan ditangani dengan baik. 

Faktor pendukung lainnya adalah komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan pelayanan 

berbasis digital. Komitmen tersebut dapat dilihat melalui penyediaan sarana dan prasarana, 

pengembangan sistem aplikasi, peningkatan kemampuan aparatur, serta evaluasi terhadap pelaksanaan 

pelayanan. Komitmen pemerintah menjadi bagian penting karena keberlanjutan pelayanan digital 

membutuhkan dukungan organisasi dan kebijakan yang konsisten. Tanpa dukungan pemerintah, 

penggunaan teknologi dalam pelayanan publik akan sulit berkembang secara optimal. 

Selanjutnya, partisipasi dan penerimaan masyarakat turut menjadi faktor pendukung. Masyarakat 

yang telah terbiasa menggunakan teknologi akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pelayanan 

konvensional menuju pelayanan digital. Selain sebagai pengguna, masyarakat juga dapat memberikan 

masukan, kritik, dan pengaduan yang menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Oleh karena itu, 

keberhasilan pelayanan digital tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga 

membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Faktor pendukung yang tidak kalah penting adalah kualitas informasi yang tersedia dalam sistem 

digital. Hasil wawancara dengan FRZ selaku masyarakat menunjukkan bahwa informasi digital 

membantu masyarakat memahami persyaratan dan prosedur pelayanan sebelum mengajukan 

permohonan. Informasi yang jelas dapat mengurangi kesalahan dalam menyiapkan dokumen dan 

membantu memperlancar proses pelayanan (Wawancara FRZ selaku Masyarakat, 2026). Namun, 

informasi tersebut harus diperbarui secara berkala agar sesuai dengan kondisi pelayanan yang 

sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi memiliki hubungan erat dengan efektivitas 

pelayanan sekaligus pengalaman dan kepuasan masyarakat. 

Di samping berbagai faktor pendukung, hasil penelitian juga menemukan sejumlah faktor yang 

menghambat efektivitas pelayanan publik berbasis digital. Salah satu hambatan utama adalah 

keterbatasan literasi digital masyarakat. Hasil wawancara dengan MA selaku masyarakat menunjukkan 

bahwa sebagian masyarakat masih membutuhkan bantuan dalam melakukan pendaftaran, mengisi 

formulir, mengunggah dokumen, melakukan verifikasi, dan memantau status pelayanan (Wawancara 

dengan MA selaku masyarakat, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat 

dalam menggunakan teknologi belum sepenuhnya merata. 

Keterbatasan literasi digital menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu memanfaatkan 

layanan digital secara mandiri. Bagi masyarakat yang terbiasa dengan pelayanan tatap muka, perubahan 

menuju sistem elektronik dapat menimbulkan kesulitan apabila tidak disertai dengan petunjuk 

penggunaan yang sederhana dan pendampingan. Oleh karena itu, penerapan pelayanan digital perlu 

mempertimbangkan kemampuan pengguna agar digitalisasi tidak justru menciptakan kesenjangan akses 

pelayanan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan 

elektronik berkaitan dengan kualitas sistem sekaligus kemampuan masyarakat dalam menggunakan 

teknologi. 

Hambatan berikutnya adalah gangguan jaringan dan sistem. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

NH selaku masyarakat, kecepatan pelayanan digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, 

tetapi juga dipengaruhi oleh kestabilan jaringan, kemampuan sistem memproses permohonan, dan 

respons aparatur ketika terjadi kendala. Apabila sistem mengalami gangguan atau petugas terlambat 

memberikan tanggapan, proses pelayanan dapat menjadi lebih lama (Wawancara dengan NH selaku 

Masyarakat, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur dan keandalan sistem 

merupakan unsur penting dalam menjaga efektivitas pelayanan digital. 

Gangguan sistem menjadi persoalan penting karena salah satu tujuan utama digitalisasi adalah 

memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Ketika jaringan tidak stabil atau aplikasi mengalami 

https://doi.org/10.54082/jupin.2752
https://jurnal-id.com/index.php/jupin


Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)  DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2752  
Vol. 6, No. 4, Oktober 2026, Hal. 3077-3088  p-ISSN: 2808-148X 
https://jurnal-id.com/index.php/jupin   e-ISSN: 2808-1366 

 

 
3085 

gangguan, manfaat tersebut dapat berkurang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan pemeliharaan 

sistem secara berkala dan menyediakan mekanisme alternatif ketika layanan digital tidak dapat 

digunakan. Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh kepastian pelayanan meskipun terjadi 

kendala teknis. 

Kompetensi aparatur yang belum merata juga menjadi faktor penghambat. Tidak semua aparatur 

memiliki tingkat kemampuan teknologi informasi yang sama. Aparatur yang belum menguasai sistem 

secara baik dapat mengalami kesulitan dalam memproses permohonan, menangani kendala teknis, 

maupun memberikan bantuan kepada masyarakat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kecepatan dan 

kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui 

pelatihan dan pendampingan perlu dilakukan secara berkelanjutan. 

Hambatan lainnya adalah belum optimalnya integrasi sistem antarinstansi. Pelayanan publik sering 

kali melibatkan beberapa perangkat daerah sehingga membutuhkan pertukaran data dan informasi yang 

cepat. Apabila sistem antarinstansi belum terintegrasi dengan baik, masyarakat berpotensi harus 

memasukkan data yang sama secara berulang atau mengakses beberapa platform untuk menyelesaikan 

satu kebutuhan pelayanan. Kondisi tersebut dapat mengurangi efisiensi yang seharusnya menjadi 

keunggulan utama pelayanan digital. 

Selain integrasi, keamanan dan perlindungan data masyarakat juga menjadi perhatian dalam 

pelaksanaan pelayanan digital. Pelayanan berbasis digital membutuhkan data pribadi masyarakat 

sehingga sistem harus mampu memberikan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan atau 

kebocoran data. Kekhawatiran terhadap keamanan data dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat 

dalam menggunakan layanan digital. Oleh karena itu, pengelolaan akses, perlindungan data, dan 

mekanisme penanganan gangguan keamanan perlu menjadi bagian dari pengembangan sistem 

pelayanan publik digital. 

Faktor penghambat terakhir adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mungkin telah mengetahui keberadaan layanan digital, tetapi 

belum memahami tata cara penggunaannya. Sosialisasi yang hanya dilakukan ketika layanan atau 

aplikasi diluncurkan belum tentu mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Karena itu, 

sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai media, seperti media sosial, situs resmi 

pemerintah, perangkat gampong, kantor pelayanan, maupun kegiatan langsung kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa faktor pendukung 

dan penghambat pelayanan publik berbasis digital saling berkaitan. Infrastruktur yang baik tidak akan 

memberikan hasil maksimal apabila masyarakat memiliki keterbatasan literasi digital. Begitu pula 

aparatur yang kompeten membutuhkan sistem yang stabil dan terintegrasi agar dapat memberikan 

pelayanan secara optimal. Dengan demikian, efektivitas pelayanan publik berbasis digital di Kota Banda 

Aceh membutuhkan penguatan secara menyeluruh pada aspek teknologi, sumber daya manusia, 

organisasi, dan masyarakat. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung efektivitas pelayanan 

publik berbasis digital di Kota Banda Aceh meliputi ketersediaan infrastruktur, kemudahan akses, 

kualitas dan kemudahan penggunaan sistem, kompetensi aparatur, komitmen pemerintah, partisipasi 

masyarakat, serta kualitas informasi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan literasi 

digital masyarakat, gangguan jaringan dan sistem, kompetensi aparatur yang belum merata, belum 

optimalnya integrasi antarinstansi, keamanan data, dan kurangnya sosialisasi. Faktor-faktor tersebut 

memengaruhi pengalaman masyarakat dalam menggunakan pelayanan digital dan pada akhirnya 

berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan publik berbasis digital pada Mal Pelayanan Publik (MPP) 

Kota Banda Aceh, khususnya MPP Digital, Antrean Online MPP, dan MPP CARE, dapat dinilai cukup 

efektif dari perspektif pengalaman pengguna. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa 

layanan tersebut memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, melakukan pendaftaran atau 

pengajuan layanan, serta menyampaikan pengaduan. Masyarakat cenderung memberikan penilaian 

positif ketika sistem mudah digunakan, informasi yang tersedia jelas, proses pelayanan berlangsung 
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relatif cepat, dan aparatur memberikan respons ketika pengguna mengalami kendala. Dengan demikian, 

penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa pelayanan digital secara langsung meningkatkan kepuasan 

masyarakat dibandingkan kondisi sebelum digitalisasi, tetapi menunjukkan bahwa kemudahan, 

kecepatan, kejelasan informasi, dan responsivitas dalam penggunaan layanan digital berkaitan dengan 

kepuasan masyarakat sebagai pengguna. 

Efektivitas pelayanan digital pada MPP Kota Banda Aceh masih menghadapi beberapa hambatan, 

antara lain keterbatasan literasi digital masyarakat, gangguan jaringan dan sistem, kompetensi aparatur 

yang belum merata, integrasi layanan antarinstansi yang belum maksimal, serta kurangnya sosialisasi. 

Oleh karena itu, pengelola MPP Kota Banda Aceh disarankan memperkuat infrastruktur dan keandalan 

sistem, meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pendampingan, memperbaiki integrasi 

layanan antarinstansi, memperkuat keamanan dan perlindungan data, serta meningkatkan sosialisasi dan 

pendampingan kepada masyarakat. Rekomendasi tersebut didasarkan langsung pada temuan wawancara 

dan observasi, sehingga diarahkan untuk memperbaiki aspek pelayanan yang masih menjadi kendala 

dalam penggunaan MPP Digital, Antrean Online MPP, dan MPP CARE, bukan digeneralisasikan pada 

seluruh pelayanan digital di Kota Banda Aceh. 
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